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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang di lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik

suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi tentang Komisi Kejaksaan sudah menjalankan tugasnya dengan
baik atau belum, sejauh ini tugas yang di jalankan oleh Komisi Kejaksaan
belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan banyak factor yang
mengganjalnya yaitu:

a. Minimnya informasi yang diterima oleh komisi kejaksaan.

b. Kurang transparansinya lembaga Kejaksaan dalam melaporkan
pelanggaran yang terjadi.

c. Kurang beraninya masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang
terjadi.

d. Dan factor-faktor lain yang sengaja menghambat kinerja Komisi
Kejaksaan lainnya.

2. Kendala Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan adalah:

a. Kendala internal yaitu:

1) Pelaksanaan tugas komisi kejaksaan terganjal pada sifat tidak boleh
mengganggu kelancaran tugas kedinasan jaksa dan pegawai

kejaksaan.



2) keberadaan komisi kejaksaan yang bertugas untuk melakukan

pengawasan dianggap tidak sepenuhnya menyenangkan,
b. Kendala eksternal yaitu:

1) Kendala dari kepentingan kelompok tertentu yang yang cenderung
ingin menghambat kinerja dari komisi kejaksaan tersebut.

2) Komisi Kejaksaan terkendala dengan informasi yang sangat minim
di dapat, hal ini dikarenakan berbagai macam factor antara lain,
faktor dari kejaksaan itu sendiri yang sangat menjaga nama baik
dari instansinya tersebut di muka umum.

SARAN

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian mengenai peran dan

mekanisme kerja komisi kejaksaan, maka penulis dalam kesempatan ini

mempunyai saran-saran sebagai berikut:

a. Perihal mengangkat peran komisi kejaksaan agar setara dengan peran
komisi-komisi lainnya yang ada di Indonesia, maka hendaklah masyarakat
pada umumnya dan kejaksaan pada khususnya berperan dalam proses
pengawasan terhadap kinerja jaksa penuntut umum maupun pegawai
kejaksaan.

b. Kita sebaga masyarakat yang ingin selalu di lindungi oleh hukum yang
adil, hendaklah bersikap transparan apabila ada perbuatan menyimpang
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, jangan segan-segan untuk

melaporkan apa yang menjadi kesalahan mereka.
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